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Dalam peraturan UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam terdapat ketentuan tentang rukun-rukun dan
syarat-syarat pelaksanaan perkawinan yang sah. Adanya penyimpangan dari rukun dan syarat-syarat
perkawinan yang sah berupa pemalsuan identitas jenis kelamin dapat menjadikan tujuan dari perkawinan
rusak. Sehingga dengan sebab itu dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Untuk hukum Islam
tentang pembatal an perkawinan itu terdapat konsep pembatalan fasid dan fasakh yang mana memiliki
ketentuan sebab-sebab yang berbeda dalam menentukan perkawinan itu batal demi hukum ataupun dapat
dibatalkan dengan menggunakan putusan pengadilan. Dari peraturan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam, jika ditelaah lebih lanjut maka ditemukan adanya pengaturan yang tidak secararinci dan
spesifik dalam menentukan pembatal an yang disebabkan pemal suan identitas jenis kelamin. Oleh karena
dilatarbelakangi hal tersebut, penulis tertarik membuat skripsi Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan
| dentitas Jenis Kelamin. Penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis normatif dengan cara mengolah
bahan pustaka atau data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Untuk metode
pengelolahan dan analisis data digunakan metode kualitatif. Setelah dilakukan penelitian dari skripsi ini,
ditemukan bahwa Pemal suan identitas jenis kelamin melanggar syarat utama perkawinan yang mana kedua
calon mempelai haruslah laki-laki dan perempuan. Sehingga perkawinan dapat dimohonkan pembatalan
perkawinan yang mana dalam hukum Islam disebut pembatalan fasid dengan akibat perkawinan ?batal demi
hukum?.

<i>In the regulations of Law No. 1 of 1974 and the provisions of Islamic law are the pillars and the terms of
the implementation of legal marriage. Deviations pillars and requirements valid marriage in the form of
gender identity fraud can make a destination wedding becomes damaged. So asto cause it can petition for
annulment of marriage. For Islamic law on the Annulment of marriage there is the concept Annulment of
fasid and fasakh which has provisions different causes in determining the marriage null and void or can be
canceled by using the court decision. In Act No. 1 of 1974 and KHI if studied further will find rules that are
not detailed and specific in determining what caused the cancellation of gender identity fraud. Therefore this
backdrop, the authors are interested in creating a essay about Marriage annulment against gender identity
fraud according to UU No. 1 Tahun 1974 ang KHI. This essay used normative juridical method by
processing of library materials or secondary data by means of data collection study document. After doing
research of this essay, it was found that gender identity fraud contravene the essential requirements
weddings where the bride and groom must be a male and female. So that the marriage can be requested
annulment of marriage which in Islamic law is called the Annulment of fasid due to marriage "null and
void".</i>
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